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ABSTRAK 

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN 

PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET  

DAERAH 

 

Muhammad Syahputra Rizki 

Program Studi Akuntansi 

Email: muhammadsyahputrarizki29@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan akuntansi 

pemerintahan dan Pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan 

Aset Daerah dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan pada 

Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitina ini adalah pendekatan Kuantitatif deskriptif dan 

asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Badan 

Keuangan dan Aset daerah dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang 

berbentuk Gform. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program 

software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 29.0.  

Hasil ini menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kantor badan 

keuangan dan aset daerah  Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan nilai t-

hitung yang lebih tinggi dari t-tabel, Pengawasan kualitas laporan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di kantor 

badan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara hal ini hal ini dikarenakan 

nilai thitung yang lebih tinggi dari t-tabel danPenerapan akuntansi pemerintahan 

dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi Pemerintah di Kantor badan keuangan dan aset daerah (BKAD) 

Provinsi Sumatera Utara terlihat dari nilai f-hitung yang lebih tinggi dari f-tabel. 

 

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Kualitas Laporan 

Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT ACCOUNTING AND 

SUPERVISION OF THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS ON  

THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF NORTH SUMATRA 

PROVINCIAL GOVERNMENT AGENCIES IN FINANCIAL AND  

ASSET AGENCIES AREA 

 

Muhammad Syahputra Rizki 

Accounting Study Program 

Email: muhammadsyahputrarizki29@gmail.com 

 

This study aims to determine the effect of implementing government accounting and 

monitoring the quality of financial reports on performance accountability of North 

Sumatra provincial government agencies in regional financial and asset bodies and 

to determine the effect partially or simultaneously on the regional financial and 

asset offices of North Sumatra province. The approach used in this research is a 

descriptive and associative quantitative approach. The population in this study are 

all Regional Financial and Asset Agency Work Units within the scope of the North 

Sumatra Provincial Government. The data collection technique in this study used a 

questionnaire technique in the form of a Gform. Data processing in this study used 

the SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) software version 29.0. 

These results indicate that the application of government accounting has a 

significant effect on the accountability of Government Agency Performance in the 

regional financial and asset agency offices of North Sumatra Province. the 

performance of government agencies in the regional financial and asset agency 

offices of North Sumatra Province, this is due to the higher t-count value than t-

table and the application of government accounting and monitoring the quality of 

financial reports affects the performance accountability of government agencies in 

the offices of financial and asset bodies of North Sumatra Province as seen from 

the f-count value which is higher than the f-table. 

 

Keywords: Implementation of Government Accounting, Quality Control of 

Financial Statements, Performance Accountability of Government Agencies. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggung jawaban dari suatu instansi 

pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang 

disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada 

publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan 

untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan 

capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian 

akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen 

keuangan daerah. 

 faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti standar pelaporan 

akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan. Kebijakan reformasi 

keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan good govermance pada 

instansi pemerintah di Indonesia mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya 

aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah (2010). Prinsip yang harus dilaksanakan adalah tata kelola keuangan 
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yaitu penyajian laporan keuangn yang baik. Agar terwujudkan good govermance 

instansi pemerintah perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan 

kinerja instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme. (Hafsah., dkk, 2014). 

 Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan 

menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata 

melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga 

pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan 

yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah menerbitkan PP 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  Terbitnya PP ini 

sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena 

untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP. 

 Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga 

publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya 

transparansi dan pemberian kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak 

publik Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian 

informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan 

pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas publik. (Fitriani Saragih. 2018). 

 Standar Akuntansi Pemerintah atau yang dikenal dengan SAP diterbitkan 

oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP juga telah ditetapkan sebagai 

PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan supaya entitas pemerintah ketika 

menyusun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan 
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Keuangan Pemerintah Daerah) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Sistem 

pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kesuksesan 

penerapan sistem inforamsi akuntansi (Eka Nurmala Sari. 2016) 

 Tujuan dari pengawasan intern adalah untuk melindungi harta kekayaan 

(asset) suatu badan (organisasi), dapat dipercayanya catatan keuangan, 

meningkatkan efesiensi kerja dan dapat mendorong ditaatinya kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu 

pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-

fungsi operasional penyimpanan dan pencatatan (Zulia Hanum. 2009). 

 Laporan keuangan merupakan alat yang paling penting untuk memperoleh 

informasi tentang posisi keuangan dari hasil yang dicapai organisasi. Menganalisis 

dan mengevaluasi laporan keuangan organisasi adalah salah satu cara untuk 

memperoleh informasi tersebut. Laporan keuangan juga dapat menunjukkan 

apakah organisasi mengalami kemajuan atau sebaliknya (Novien Rialdy. 2018). 

 Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil Pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemeintah Provinsi Sumatera Utara (LKPD) tahun 

2020/2021 yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada wilayah Provinsi Sumatera 

Utara diketahui bahwa 24 entitas memperoleh opini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) dan 10 entitas memperoleh opini wajar dengan 

pengecualian (WDP). Perkembangan opini atas laporan keuangan 

pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 

Desember 2021 dan Terhadap pemberian opini WDP pada 10 entitas di 
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wilayah Provinsi Sumatera Utara, BPK menemukan permasalahan yang 

bernilai dampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas 

laporan keuangan, dengan rincian tertulis di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. 

b. berdasarkan Temuan-temuan signifikan terkait kelemahan sistem periksaan 

inten (SPI) dan/atau Ketidak patuhan terhadap Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang diklasifikasikan sesuai dengan siklus dalam 

laporan keuangan, disajikan pada Tabel berikut; 

Tabel 3.1 

Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara (Sumber IHPD Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2021 
Permasalahan Jumlah 

Pemda 

Keteranga (Kabupaten/Kota) 

A. Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Klasifikasi Penganggaran Belanja 

Pegawai, Belanja Barangdan Jasa, Belanja 

Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan 

Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada 

sejumlah OPD Tidak Tepat 

17 Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Nias, padang 

lawas, Papak Bharat, Samosir, Sedang Bedagai, 

Simalungu, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, 

Binjai, Medan, padang Sidempuan, Humbang 

Hasundutan 

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh 

DPRD 

1 Humbang Hasundutan 

B. Pendapatan 

1. Pengelolaan Pajak Daerah Belum 

Tertib 

8 Deli Serdang, Langkat, Nias Barat, Nias 

Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba 

Samosir, Medan 

2. Pengelolaan Retribusi Daerah Belum 

Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan 

13 Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Selatan, 

Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, 

Padang Lawas Utara, Samosir, TapanuliTengah, 

Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing 

Tinggi 

3. Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai 

Ketentuan 

2 Tapanuli Tengah, Sibolga 

C. Belanja 

1. Kelebihan Pembayaran Belanja 

Perjalanan Dinas 

22 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, 

Dairi, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, 

Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing 

Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, 

Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, 

Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli 

Tengah, Gunungsitoli, Padang Sidempuan, 

Sibolga, Tebing Tinggi 
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2. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan 

Bakar Minyak 

6 Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, 

Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, 

Tapanuli Selatan 

3. Kekurangan Volume Paket Pekerjaan 

Belanja Modal 

34 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, 

Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, 

Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, 

Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, 

Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, 

Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak 

Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, 

Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli 

Utara, Toba Samosir, Binjai, Gunungsitoli, 

Medan,Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung 

Balai, Tebing Tinggi 

4. Kekurangan Volume atas Paket 

Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa 

9 Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Nias, 

Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, Padang 

Sidempuan, Tebing Tinggi 

5. Kelebihan Pembayaran tunjangan 

komunikasi intensif (TKI) dan Tunjangan 

Perumahan 

1 Dairi 

6. Kelebihan Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan 

14 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, 

Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu 

Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang 

Lawas Utara, Papak Bharat, Simalungun, 

Tapanuli Utara,Toba Samosir, Medan, Sibolga 

7. Pengelolaan Dana bantuan operasional 

sekolah (BOS) belum Memadai 

13 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, 

Langkat, NiasBarat, Serdang Bedagai, 

Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, 

Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing 

Tinggi 

8. Kelebihan Perhitungan Iuran Jaminan 

Kesehatan Daerah 

1 Karo 

9. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan 

Reses DPRD 

2 Labuhanbatu, Binjai 

10. Pengelolaan Belanja Hibah dan 

Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan 

10 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Labuhanbatu, 

Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, 

Gunungsitoli, Sibolga, Tebing Tinggi 

11. Kelebihan Pembayaran belanja tidak 

terduga (BTT), Uang Lelah Petugas Posko 

gugusan percepatan penanganan (GTPP), 

Honorarium Penanganan Covid-19 

11 Provinsi Sumatera Utara, Dairi, Karo, 

Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias 

Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Padang 

Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi 

D. Pembiayaan 

1. Perencanaan dan Pengawasan Investasi 

dalam Bentuk Penyertaan Modal kepada 

PT BNC Belum Memadai 

1 Nias Selatan 

2. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut 

dan PDAM Mual Nauli Tidak Sesuai 

Ketentuan 

1 Tapanuli Tengah 

3. Investasi Jangka Panjang Permanen 

pada PD Sibolga Nauli Tidak Dapat 

Diyakini Kewajarannya 

1 Sibolga 

E. Aset 

1. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib 19 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, 

Labuhan Batu, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, 

Papak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, 

Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan, 



6 
 

 

Padang Sidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, 

Tanjungbalai, Tebing Tinggi 

2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset 

Tetap Belum Tertib 

31 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Dairi, Deli 

Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan 

Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, 

Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, 

NiasSelatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang 

Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang 

Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, 

Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba 

Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, 

Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing 

Tinggi 

3. Pengelolaan Kas Belum Tertib 13 Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, 

Labuhanbatu Selatan, Nias, Nias Utara, 

Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padang 

Sidempuan, Tanjungbalai 

4. Pengelolaan Piutang Belum Memadai 8 Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Nias Utara, 

Simalungun,TapanuliTengah,Medan, 

Tanjungbalai 

F. Kewajiban 

1. Penatausahaan Kewajiban Belum 

Memadai 

4 Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias Barat, 

Tanjungbalai 

 Berdasarkan permasalahan di LKPD, BPK telah merekomendasikan kepada 

kepala daerah antara lain agar memerintahkan: 

a. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan tim anggaran 

pemerintah daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kesesuaian penganggaran 

Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial 

dengan klasifikasinya serta meningkatkan kecermatan dalam menyusun 

anggaran.  

b. Kepala badan pengelolah pajak dan retribusi daerah (BPPRD) melakukan 

evaluasi atas pengelolaan pajak daerah.  

c. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan retribusi daerah.  

d. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan pendapatan 

daerah. 

e. Kepala OPD terkait memproses kelebihan bayar perjalanan dinas dan 

menyetorkan ke kas daerah. 
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f. Kepala OPD terkait melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja 

bahan bakar minyak (BBM). 

g. Kepala OPD melakukan evaluasi atas kesesuaian pertanggungjawaban 

belanja modal dengan pekerjaan fisik, pengenaan denda atas pekerjaan yang 

terlambat diselesaikan, dan penyusunan contract change order (CCO) atas 

pekerjaan yang berubah, serta memproses pengembalian kelebihan 

pembayaran dan menyetor ke kas daerah atas kekurangan volume.  

h. Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian 

pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dengan realisasi fisiknya dan 

memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.  

i. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD terkait 

untuk memproses kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan perumahan dan 

menyetorkan ke kas daerah. 

j. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD terkait 

untuk memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan 

menyetorkan ke kas daerah. 

k. Kepala sekolah dan Bendahara BOS mematuhi ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah/negara dan mematuhi juknis pengelolaan dana BOS. 

l. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas 

perhitungan iuran jaminan kesehatan daerah. 

m. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas 

belanja reses. 
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n. Pelaksana pengelolaan keuangan daerah (PPKD) lebih optimal dalam 

menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari 

penerima. 

o. Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) lebih cermat dalam 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang 

di lapangan. 

p. PPKD selaku badan usaha daerah (BUD) sebagai Pengelola dan Pengawas 

Investasi Pemerintah Daerah lebih optimal dalam melakukan pengelolaan 

dan pengawasan investasi pemerintah daerah. 

q. Kepala OPD terkait melakukan stock opname per 31 Desember. 

r. Kepala BPKAD, Kepala OPD dan Pengurus Barang untuk melengkapi 

informasi pada Kawasan industry berat (KIB), melakukan penilaian item 

jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya bernilai Rp0,00, dan 

menyelesaikan inventarisasi BMD. 

s. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas 

penatausahaan kas. 

t. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan piutang untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian piutang. 

u. Kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala OPD terkait lebih optimal dalam 

menyelesaikan pertanggungjawaban pembayaran utang.). 

 Fenomena yang terjadi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan akan menindaklanjuti 

sesuai ketentuan dan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam 

menata dan mengelola transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih 
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adanya kekurangan sehingga mereka masih mengharapkan tanggapan, masukan, 

serta saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan LKDP yang 

akuntabel.  

 Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja 

pemerintah. Seperti penelitian Erlina Intan Fedrianawati (2016) Pengaruh 

Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Ponorogo secara parsial variabel pengawasan laporan keuangan 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan variabel 

penerapan laporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu 

penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan membuat 

skripsi yang berjudul: "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan 

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah" 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang 

muncul, yaitu: 

1. Adanya ketidak sesuaian dalam laporan sistem pengendalian intern terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi Pemeritah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Adanya kesalahan dalam pengawasan laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.  
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3. Adanya kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

mengakibatkan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Setelah melihat uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah?  

2. Apakah ada pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah? 

3. Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan 

kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

di Badan Keuangan dan Aset Daerah. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan 

pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

yang lebih luas lagi mengenai pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan 

dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Manfaat Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi 

pihak Insitusi/instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam 

menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara 

optimal. 

c. Bagi Pembaca dan Penelitian selanjutnya 

Penelitian dapat menjadi salah satu referensi sebagai bahan perbandingan 

bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama dan diharapkan hasil 

dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu 

akuntansi,khususnya konsentrasi akuntansi sektor publik dan dan kajian 

tentang pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan 

kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

 Pada penelitian pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan 

pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara di Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dilandaskan oleh 

teori-teori yang dikutip dari jurnal, buku, ahli akuntansi, maupun penelitian-

penelitian terdahulu. Setiap teori yang diambil tercantum nama pengarang, tahun 

buku dan halaman buku. 

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur 

dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan 

kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, 

akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang 

baik,merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku, yaitu: (a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
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dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, dan d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). (Institut Pertanian Bogor, 2019). 

 Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam 

hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit 

organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip, Tujuah dan Indikator Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan nisi agar akuntabel. 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

d.  Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

 Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999, Tetang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik 

dan terpercaya. 

  Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu 

tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap 

sebagai berikut:( a.Penetapan rencana stratejik; b.Pengukuran kinerja; c.Pelaporan 

kinerja; d.Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

kesinambunga). 

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan  

2.1.2.1 Sejarah Akuntansi Pemerintah 

 Pada tahun 1945, proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

Negara mengacu sepenuhnya pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang 

merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda. Masa Ini berlangsung mulai dari 

tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. 
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            Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya, pemerintah menyusun laporan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara yang disahkan melalui 

undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang tentang 

Perhitungan Anggaran Tahun 1967. Dengan adanya undang-undang ini, 

pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara telah 

memenuhi ketentuan dalam regulasi keuangan negara saat itu, seperti telah melalui 

pemeriksaan auditor ataupun telah dibahas bersama dewan legislatif untuk 

kemudian disahkan sebagai undang-undang.  Keputusan menteri Keuangan nomor 

KMK-476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang merupakan 

sistem akuntansi pertama yang digunakan dalam proses penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Implementasi dari peraturan 

ini merupakan sebuah transisi sebelum pemberlakuan sistem akuntansi pemerintah 

secara penuh. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis Akrual). Ruang lingkup dari 

PP Nomor 71 tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas 

menuju akrual. (Monevkeu, 2019) 

2.1.2.2 Definisi Akuntansi Pemerintahan 

 Akuntansi pemerintahan memiliki pengertian yang beragam dikarenakan 

dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik,hukum 

dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut 

pandang ekonomi, akuntansi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu entitas 

yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 
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 Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi 

pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak 

ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya 

ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah. 

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintahan adalah jasa 

pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data 

kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara. 

 Menurut Kustadi Arinta (1996) Akuntansi pemerintahan merupakan 

beberapa sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (public 

finance), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (budget execution), 

termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang 

lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan. Sedangkan Menurut 

Arifin Sabeni dan Imam Ghazali (2001) Akuntansi pemerintahan adalah berbagai 

data akuntansi yang digunakan untuk memberi suatu informasi tentang seluruh 

transaksi ekonomi serta keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan 

organisasi – organisasi dengan tujuan non-profit atau tidak menghasilkan laba 

2.1.2.3 Peran Akuntansi Pemerintah 

 Adapun peran dari akuntansi pemerintah ini diantaranya ialah sebagai 

berikut: 

a. Akuntabilitas ini kemudian Mempertanggung jawabkan megnenia 

pengelolahan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang 
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dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk bisa sampai pada tujuan yang 

telah atau sudah ditetapkan dengan secara periodik. 

b. Manajemen Membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas pelaporan di dalam periode 

pelaporan sehingga bisa atau dapat memudahkan di dalam fungsi 

perencanaan, pengelolaan serta juga pengendalian atas seluruh aktifa, 

kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat 

banyak. 

c. Transparansi, ini kemudian Memberikan suatu informasi keuangan yang 

terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat mempunyai atau memiliki hak untuk dapat atau bisa mengetahui 

dengan secara terbuka serta menyeluruh atas suatu pertanggungjawaban 

dari pemerintah di dalampengelolaan sumber daya yang sudah atau telah 

dipercayakan kepadanya serta juga ketaatannya diperaturan perundang-

undangan. 

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity) ini kemudian 

Membantu para nasabah untuk bisa atau dapat mengetahui kecukupan di 

dalam penerimaan pemerintah diperiode pelaporan guna bisa atau dapat 

membiayai semua atau seluruh pengeluaran yang dialokasikan serta juga 

apakah generasi yang akan datang tersebut diasumsikan akan ikut didalam 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 
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2.1.2.4 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 

 Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, 

apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri atau 

karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya: 

a. Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan. 

b. Pemerintah tersebut tak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam 

akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tak ada laporan laba dan juga 

treatment akuntansi yang berkaitan ata berhubungan dengannya. 

c. Sangat mungkin memakai dana itu lebih dari satu. 

d. Sifatnya kaku disebabkan karna tergantung pada perundang-undangan. 

e. Membukukan pengeluaran modal. 

f. Tidak memerlukan perkiraan modal dan juga laba yang ditahan dalam 

neraca. 

2.1.2.5 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan 

 Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai 

penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB ( 

Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting) yang bisa atau 

dapat diringkas diantaranya sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9): 

a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU serta Peraturan lain. Akuntansi 

Pemerintah tersebut kemudian dirancang untuk dapat memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UUD, UU serta Peraturan 

lain. 
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b.  Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintahan 

tersebut harus dikembangkan sesuai yakni dengan klasifikasi anggaran 

yang telah atau sudah disetujui pemerintah serta lembaga legeslatif.  

c.  Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.Sistem Akuntansi Pemerintah 

tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk dapat 

mencatat transksi-transaksi yang terjadi 

d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. Sistem Akuntansi 

Pemerintah yang dikembangkan tersebut kemudian harus memungkinkan 

aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. 

e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan 

lingkungan serta juga sifat transaksi, sistem Akuntansi Pemerintah tersebut 

harus terus disesuaikan serta juga dikembangkan sehingga tercapai 

efisiensi, efektivitas dan juga relevansi. 

f.  Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem 

Akuntansi Pemerintah tersebut kemudian harus mengembangkan 

perkiraan-perkiraan dengan secara efektif sehubungan yakni dengan sifat 

serta perubahan lingkungan sehingga kemudian bisa atau dapat 

mengungkapkan hasil ekonomi serta keuangan dari pelaksanaan di suatu 

program. Pengadaan suatuPerkiraan yang kemudian dibuat tersebut harus 

memungkinkan adanya analisis ekonomi atas data keuangan. 

2.1.3 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

2.1.3.1 Definisi Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

 Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu 

kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan 
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merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang 

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang 

sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar 

yang telah ditentukan (Kadarman 2001).  

 Laporan keuangan kadang menjadi permasalahan dalam beberapa rumah 

sakit yang menjadi perhatian khusus dan perlu ditangani secara serius karena baik 

buruknya laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan tersebut. 

 Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indikator dan diuji 

dengan 4 (empat) pernyataan mengenai dapat dipahami, relevan informasi, 

keandalan dan dapat dibandingkan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah 

skala Semantic Defferensial (Sugiyono, 2013).   

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), laporan keuangan 

merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam 

sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk kepentingan 

umum dalam penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), 

kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang 

sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk 

dapat mencapai tujuan ini,  

2.1.3.2 Tujuan dan Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan 

 Menurut Arens, et al (2017) menyebutkan bahwa tujuan penerapan 

pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan 



21 
 

 

pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, 

melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun 

terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan 

komunikasi. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu hipotesis. 

 Menurut Khaula Senastri, (2021) Karakteristik laporan keuangan: 

 (a.Dibuat untuk menyediakan informasi yang bermanfaat guna mengevaluasi 

performa manajerial dan juga organisasional; b.Pelaporan keuangan akan mampu 

membantu memenuhi kewajiban perusahaan agar semakin akuntabel secara publik. 

Pelaporan keuangan juga akan membantu memenuhi keperluan para pengguna 

laporan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan; c. 

Keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi dan oleh karena itu para 

pemilik kepentingan laporan keuangan menyandarkan laporan keuangan sebagai 

suatu sumber informasi yang sangat penting; d.Informasi yang disajikan di dalam 

laporan keuangan harus berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.). 

2.1.3.3 Indikator dan Tujuan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

 Pengawasan Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa 

indikator (Darwanis, Saputra dkk, 2016) antara lain:  

a. Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat 

umpan balik (feedback value), yakni informasi dalam laporan keuangan 

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan 

yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (prediktif 

value), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
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b.  Ketepatan waktu pelaporan keuangan, yaitu penyajian laporan keuangan 

secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan 

dalam pengambilan keputusan.  

c.  Kelengkapan informasi yang disajikan, yaitu informasi akuntansi keuangan 

pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua 

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam 

penggunaan informasi.  

d. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntasni pemerintah harus disajikan 

secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta 

peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 

Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan 

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.  

e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan 

laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukan simpulan 

yang tidak berbeda jauh 

f.  Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu infromasi yang termuat 

dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. 

g. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikanInformasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami 

dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan. 
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 Menurut Novdin M. Sianturi dan Djahotman Purba dalam buku Analisi 

Tujuan utama pengawasan laporan keuangan dilakukan. Tujuan tersebut adalah:  

a. Untuk penyaringan (screening) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk 

membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan 

dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya seperti merger, 

inventasi, atau lainnya. 

b.  Untuk peramalan (forecasting) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk 

memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan 

seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung 

atau rugi.  

c. Untuk diagnosa (dianogsis) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk 

melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang 

operasi dan keuangan. Sehingga perusahan atau pihak yang berkepentingan 

bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi.  

d. Untuk penilaian (evaluation) Analisis laporan keuangan ditujukan untuk 

mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan, operasi, dan 

lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan 

melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Penelitian terdahulu 
No Peneliti dan Tahun Penelitian Variabel yang 

digunakan 

Hasil dari Penelitian 

1. (Pratiwi, 2013) Pengaruh Penerapan 

Akuntansi Sektor Publik 

dan Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Hasil Penelitian ini Akuntansi sektor publik 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan 

akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat 

yang kuat terhadap,akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin diterapkannya akuntansi sektor publik 

maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Dari hasil pengujian parsial 

dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan 

akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah memiliki 

pengaruh signifikan. 

2. (Wina & Khairul,2014) Pengaruh Penerapan 

Standar Pelaporan 

Akuntansi Sektor Publik 

dan Pengawasan 

Kualitas Laporan 

Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(Studi Kasus Dispenda 

Prov, Dispenda Kota, 

dan Dishub Prov) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable 

penerapan standar pelaporan akuntansi sektor 

publik, pengawasan kualitas laporan,keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan baik secara 

simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, jika standar pelaporan 

akuntansi sektor publik dan pengawsan kualitas 

laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan 

menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik. 

3. (Erlina Intan Fedrianawati,2017) Pengaruh Penerapan 

Akuntansi Sektor Publik 

dan Kualitas Laporan 

Keuangan Terhadap 

Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di 

Kabupaten Ponorogo 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara parsial penerapan akuntansi sektor publik 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan secara parsial kualitas laporan 

keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.Sedangkan secara 

simultan penerapan akuntansi sektor publik dan 

kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja  

instansi pemerintah. 

4.  (Arjuna & Annie Mustika Putri, 

2019) 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Daerah 

Hasil dari penelitian ini menujukan nilai variabel 

gaya kepemimpinan memiliki signifikansi sebesar 

0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

memberikan arti bahwa H4 diterima, sehingga 

dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik gaya 

kepemimpinan maka semakin baik 

akuntabilitas.Gaya  

kepemimpinan yang efektif menekankan peran 

pemimpin dalam mengatur pegawai atau bawahan 

agar bekerja semaksimal mungkin guna untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

5. (Nining Asniar Ridzal, 2020) Pengaruh Kualitas 

Laporan Keuangan 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Pada Badan 

Pengelolah Keuangan 

Dan Aset Daerah 

Hasil Penelitian ini menujukan menujukan 

spenelitian ini menunjukkan bahwa penyajian 

laporan keuangan yang berkualitas mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja instansi dan 

merupakan syarat terciptanya pelaksanaan 

pemerintahan yang baik. No. 71 Tahun 2010 
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(BPKAD) Kabupaten 

Buton 

laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan 

berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur 

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami. Laporan keuangan daerah akan 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

jika laporan keuangan tersebut mendapatkan opini 

selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari 

laporan keuangan masih belum maksimal 

dikarenakan belum menerapkan standar akuntansi 

pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. Jika 

standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan 

baik 

maka akan berdampak pada peningkatan kualitas 

laporan keuangan pemerintah.. 

  

2.2 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan dari teori diatas yang hasilnya semua berpengaruh dan 

didukung oleh peneliti terdahulu, maka disimpulkan kerangka berfikir konseptual 

sebagai berikut: 

2.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas 

Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

 Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dan pemaparan 

laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah. Hasil dari 

penelitian Wina & Khairani (2014) menunjukkan bahwa kedua variabel secara 

simultan berpengaruh positif. Semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akutansi 

sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.  

 Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu 
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dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang 

dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara 

indepedensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas 

sesuai standar pemerintahan yang berlaku. (Wina & Khairani, 2014). 

2.2.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas 

Laporan Keuangan Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Ponorogo 

 Perbaikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi 

sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah baik 

tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

 Hasil dari penelitian (Fedrianawati,2016) menunjukkan bahwa secara 

parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah dan secara parsial kualitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Sedangkan secara 

simultan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya 

good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus 

akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Hasil 
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dari penenelitian (Pratiwi, 2013) Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan 

akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap,akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.  

2.2.4 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Buton 

 Adanya Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan 

menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah guna menyusun dan mengahsilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. Hasil Penelitian dari (Nining Asniar Ridzal, 

2020) menujukan penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan 

yang berkualitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi dan 

merupakan syarat terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik. No. 71 Tahun 

2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi 

unsur-unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan 

keuangan daerah akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan 

dengan baik maka akan berdampak pada peningkatankualitas laporan keuangan 

pemerintah. 

 Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini 

adalah sebaghai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual di atas, sesuai dengan 

tujuan dan masalah yang dikemukakan, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap   

 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Provsu. 

H2 : Terdapat pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap   

 akutanbilitas kinerja instansi pemerintah pada BKAD Provsu. 

H3 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan 

 kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

 pemerintah pada BKAD Provsu.

Penerapan Akuntansi 

 Pemerintahan (X1) 

Pengawasan Kualitas  

Laporan Keuangan (X2) 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau 

tidaknya pengaruh atau hubungan itu (Sugiyono, 2016).  

 Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari 

variabel-variabel yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi 

pemerintahan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua 

variabel tersebut maka penulis menggunakan metode asosiatif kausal. Hubungan 

kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, jadi disini terdapat variabel 

yang mempengaruhi (variabel dependen) dan variabel yang dipengaruhi (variabel 

independen) (Sugiyono, 2016). 
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3.1.1 Desain Penelitian 

 Menurut Husein.Umar (2007, hal. 6). “desain penelitian dapat diartikan 

sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara 

variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset.” Jadi desain yang di 

gunakan penulis yaitu melakukan Survei ke kantor BKAD Provinsi Sumatera Utara. 

3.2 Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variable independen.  

 Diuraikan definisi dari kedua variabel yang digunakan dalam 

penelitian.Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab, karena adanya variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel yang mempengaruhi. 

Berikut ini yang menjadi variabel dependen dan independent dalam penelitian ini: 

3.2.1 Variabel Independen 

3.2.1.1 Penerapan Akuntansi Pemerintahan (X1) 

 Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai 

penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB ( 

Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting) yang bisa atau 

dapat diringkas diantaranya sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9): ( a. 

Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU serta Peraturan lain; b. Dikaitkan dengan 

klasifikasi anggaran; c. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah dan 

Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan secara  efektif ). 
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3.2.1.2 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) 

 Menurut Arens, et al (2017) menyebutkan bahwa tujuan penerapan 

pengawasan adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan 

pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, 

melakukan penilaian risiko, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun 

terhadap dokumen penting lainnya, serta menjaga kelancaran arus informasi dan 

komunikasi. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu hipotesis. Menurut 

(Khaula Senastri 2021) menyebutkan beberapa indikator laporan keuangan adalah 

sebagai berikut ini: (a. Relavan; b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan; c. 

Kelengkapan informasi yang disajikan; d. Penyajian secara jujur; e. Isi laporan 

keuangan dapat diverifikasi; f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan;g. 

Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikanInformasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan harus akurat dan jelas). 

3.2.2 Variabel Dependen 

3.2.2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

 Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam 

hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau 

unitorganisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. 
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Tabel 5.1 

Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Definisi Operasional 

Penelitian 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Penerapan 

Akuntansi 

pemerintah 

(X1) 

Akuntansi pemerintahan ini 

kemudian tidak hanya berisi 

mengenai penjelasan yang 

diberikan pemerintah nasional 

namun diberikan juga oleh 

PBB ( Perserikatan Bangsa-

Bangsa ) (A Manual 

Government Accounting) yang 

bisa atau dapat diringkas 

diantaranya sebagai berikut 

(dalam Bachtiar Arif dkk, 

2002:9). 

a. Penerapan bebasis 

akrual untuk 

pengakuan aset, 

kewajiban, dan 

ekuitas, penerapan 

berbasis kas untuk 

pengakuan 

pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan 

serta penyajian secra 

wajar 

Skala Likert 

Pengawasan 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Pengawasan kualitas laporan 

keuangan merupakan suatu 

tindakan pengawasan yang 

menilai baik  buruknya 

pelaporan dan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan kualitas laporan 

keuangan dalam suatu 

instansi. Arens et al 2016) 

menyebutkan bahwa tujuan 

penerapan pengawasan adalah 

tercapainya laporan keuangan 

yang berkualitas. Penerapan 

pengawasan intern yang 

meliputi menciptakan 

lingkungan pengendalian yang 

baik, melakukan penilaian 

risiko, melakukan aktifitas 

pengendalian fisik maupun 

terhadap dokumen penting 

lainnya, serta menjaga 

kelancaran arus informasi dan 

komunikasi. 

a. Relavan 

b. Ketepatan waktu 

pelaporan keuangan 

c. Kelengkapan informasi 

yang disajikan 

d. Penyajian secara jujur 

e. Isi laporan keuangan 

dapat diverifikasi 

f. Isi laporan keuangan 

dapat 

dibandingkanKeakuratan 

dan kejelasan informasi 

yang disajikanInformasi 

yang disajikan dalam 

laporan keuangan harus 

akurat dan jelas 

Skala Likert 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(Y) 

Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia (2010) 

dinyatakan bahwa 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan 

keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui 

pertanggungjawaban secara 

periodik tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. 

a. Kualitas (mutu) 

b. Kuantitats 

(jumlah) 

c. Ketepatan 

waktu’ 

d. Efektivitas  

           Efisiensi 

Skala Likert 
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3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Provinsi Sumatera Utara, jalan Imam Bonjo No. 18, Madras Hulu, Kec. 

Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Januari 2023 sampai Maret 

2023, Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

 Skedul Rencana Penelitian 

 

 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sempel (Populasi dan Sampel Penelitian) 

 Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau 

objekyang merupakan sifat-sifat umum. Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah 

 

No 

 

Kegiatan Penelitian 

2023 

Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Pengajuan judul            

2 Pembuatan proposal            

3 Bimbingan Proposal            

4 Seminar Proposal            

5 Penyusunan Skripsi            

6 Bimbingan Skripsi            

7 Sidang Meja Hijau            
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wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, Maka dari 

penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dalam lingkup 

Pemerintahan Provsu dengan jumlah pegawai BKAD sebanyak 37 yang terdiri atas: 

Tabel 3.3  

Populasi dan Sampel Penelitian  

NO Jabatan  Jumlah  

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 5 

4 Kepala Sub Bagian 5 

5 Kepala Sub Bidang 15 

6 Kelompok Jabatan Fungsional 10 

Total  37 

 

 Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) 

dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 37 responden, metode pemilihan sampel 

menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal 

tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi yang teralu sedikit. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan melalui metode angket, Menurut Sugiyono (2013:142) 

angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 



35 
 

 

untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: 

terbuka dan tertutup. 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup,suatu 

cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan 

kepada pegawai (responden) di seluruh organisasi pemerintahan. Responden 

diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model skala likert untuk menunjukkan 

persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan denganskor sebagai berikut : 

 Tabel 3.4  

Skala Likert 
 

  

 

 

   

 

 

3.6 Pengujian Instrumen 

Menurut Sugiyono (2012), Definisi instrumen penelitian ialah alat bantu 

yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang 

sesuai dengan variabel penelitian.  

Sebelum kuesioner disebarkan oleh peneliti kepada responden, maka 

kuesioner perlu diuji terlebih dahulu agar data yang akan dianalisis memiliki derajat 

ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan uji instrumen 

yang terdiri dari: 

 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan 

mengkorelasikan skor-skor suatu sitem angket dengan totalnya. 

Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu rumus kolerasi product 

moment adalah sebagai berikut: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑵 ∑ 𝑿𝒀−(∑ 𝑿)(∑ 𝒀) 

√(𝑵 ∑ 𝒙𝟐−(∑ 𝒙𝟐)² (𝑵 ∑ 𝒀𝟐−(∑ 𝒚)²)
 

Keterangan : 

rxy = Item Instrument variabel dengan totalnya. 

x = Jumlah butir pertanyaan 

y = Skor total pertanyaan 

n = Jumlah Sampel 

Adapun kriteria pengujian menurut Juliandi. Azuar, dkk (2015) adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai pearson correlation (Rhitung) > Rtabel maka butir pertanyaan 

dikatakan valid. 

b. Jika nilai pearson correlation (Rhitung) < Rtabel maka butir pertanyaan 

dikatakan tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Azuar, dkk (2015:80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk 

melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal 

dan dapat dipercaya. 
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Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau 

pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai Cronbach 

Alpha. Cronbach’s Alpha adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk 

menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang 

ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 (Azuar, 

2015:139). Menurut Sugiyono (2012, hal. 249) menggunakan teknik Cronbach 

Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

𝒓 = ( 
𝒌

𝒌 − 𝟏
 )( 𝟏 − 

∑ 𝝈
𝟐
𝒕

𝝈
𝟐
𝒕

 ) 

Keterangan: 

r     = Reliabilitas instrument 

k = Banyak butir pertanyaan 
∑ 𝜎2 = Jumlah varians butir 

 𝜎12 = Varian total 
 

Kriteria pengujiannya: 

1. jika nilai koefisien reliabilitas yakni cronbach alpha > 0,60 maka instrumen 

variabel adalah reliabel (terpercaya). 

2. jika nilai cronbach alpha <0,60 maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya). 

3. Realibilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. 

Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan Cronbach Alpha, dikatakan reliabel jika hasil alpha > 

0,60. 

3.7 Teknis Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
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lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian adalah: 

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. 

Ghozali (2016, hal.19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. 

3.7.1.1 Uji Asumsi Regresi Linear Berganda 

Digunakan untuk meramalkan Pengaruh Penerapan Akuntansi 

pemerintahan dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu: 

     

Keterangan : 

Y = Variabel dependent (Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) 

α = Konstanta 

β = Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel 

X1 = Variabel independent (Penerapan Akuntansi Pemerintahan) 

X2 = Variabel independent (Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan) 

ε = Standart Error 

 Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus  
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memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik regersiliner berganda sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variable dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

b. Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat 

korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen 

memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka 

dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki 

multikolinearitas dengan variabel lain. 

c. Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap 

pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi, menguji untuk melihat apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

3.7.2 Uji Hipotesis 

 Menurut Juliandi et al (2015) hipotesis adalah dugaan atau jawaban 

sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian terdahulu 

sebagai referensi dalam pembuktian uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah 

secara parsialmemiliki hubungan antara X1, X2, berpengaruh terhadap Y. ada tiga 

jenis koefisien yang dapat dilakukan dengan uji t. 
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3.7.2.1 Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t) 

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari 

masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Alasan lain uji t yaitu untuk menguji apakah variabel bebas. 

Tahap-tahap: 

a) Bentuk pengujian 

H0: tidak ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan 

kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. 

Ha: ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas 

laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

b) Kriteria pengambilan keputusan, Membandingkan hasil tsig dengan nilai 

probababilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika tsig > α 0,05 berarti Ho diterima dan Ha Ditolak 

Jika tsig ≤ α 0,05 berarti Ho ditolak. Dan Ha Diterima 

Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: (t = nilai thitung; rxy = korelasi xy yang ditemukan; n = jumlah sampel) 

 

3.7.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji statistik F) 

 Perlu mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan uji F. Uji F ini dijelaskan dengan menggunakan analisis varian 

(analysis of variance = ANNOVA) (Basuki & Prawoto, 2016). 
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 Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara Bersama 

sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0: tidak ada pengaruh pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, 

pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja. 

Ha: ada pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, pengawasan kualitas 

laporan keuangan, terhadap akuntabilitas kinerja. 

b. Membandingkan hasil Fsig dengan nilai probababilitas α 0,05 dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Jika Fsig > α 0,05 berarti Ho diterima dan Ha ditolak 

Jika Fsig ≤ α 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

 

 

(Sugiyono, 2012) 

Dimana : (R = Koefisien korelasi berganda; K = Jumlah variabel bebas; N = sampel) 

 

3.7.2.3 Koefisien Dertiminasi 

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat dilihat dari adjusted R square. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 

1. Apabila nilai R-square, semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi sebagai 

berikut:  

  

Keterangan: (Sugiyono, 2012) 

(KD = Koefisien Determinasi; r^2 = Nilai Korelasi Berganda; 100% = Persentase 

Kontribusi). 

KD= r2×100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan Kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul 

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tgl. 16 Februari 

1973 No. 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tgl.13 

Agustus 1973 No. 19/K/1973 Telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah 

Tingkat I Sumatera Utara adalah tgl 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya 

U.U.No. 10 tahun 1948 tersebut. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat 

R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 

17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M dibentuklah provinsi Aceh dan Provinsi 

Tapanuli / Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang No. 5 Tahun 1950. TGL 14 Agustus 1950. Peraturan Wakil 

Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah 17 Desember 1949 No. 

8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi 

Sumatera Utara dengan Daerah yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh. Sumatera 

Timur dan Tapanuli. Selanjutnya dengan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 

tgl. 14 Agustus 1950 (pada waktu R.I.S) ditetapkan bahwa Daerah R.I.S sesudah 

terbentuk Negara Kesatuan R.I. Terbagi atas daerah-daerah Provinsi: (a. Jawa 

Barat; b. Jawa Tengah; c. Jawa Timur; d. Sumatera Utara; e. Sumatera Tengah; f. 

Sumatera Selatan; g. Kalimantan; h. Sulawesi; i. Maluku; j. Sunda Kecil). Dalam 

Perkembangan Selanjutnya tgl. 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang 

No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang pembentukan,Daerah Otonom 
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Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. 

Pasal I Undang-undang No. 24 Tahun 1956 ini menyebutkan: 

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten : I Aceh besar, 2. Aceh 

Pedie ,3.Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6.Aceh Barat, 7. Aceh 

Selatan,8. Kota Besar Kuta Raja, dipisahkan dari lingkungan,Daerah 

Otonom Provinsi Sumatera Utara dimaksud dalam peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 an dibentuk menjadi daerah 

yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama 

Provinsi Aceh. 

2. Provinsi Sumatera Utara Tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah 

dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagain Daerah Otonom 

Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara Jumlah Daerah 

Otonom tingkat II di Sumatera Utara. berdasarkan undang-undang Darurat 

No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, 

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956 tentanng pembentukan Daerah 

Otonom Kota-kota Besar.Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil serta Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 

Tk.II adalah 17 buah, saaat ini di Sumatera Utara terdiri dari : 

a. 25 Kabupaten Yaitu: ( Kabupaten Tapanuli Tengah; Kabupaten 

Tapanuli Utara; Kabupaten Tapanuli Selatan; Kabupaten Nias; 

Kabupaten Langkat; Kabupaten Karo; Kabupaten Deli Serdang; 

Kabupaten Simalungun; Kabupaten Asahan; Kabupaten Labuhan 
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Batu; Kabupaten Dairi; Kabupaten Pak-pak Barat; Kabupaten 

Humbang Hasudutan; Kabupaten Serdang Berdagai; Kabupaten 

Toba Samosir; Kabupaten Samosir Sidimpuan; Kabupaten Nias 

Selatan; Kabupaten Mandailing Natal; Kabupaten Batu Bara; 

Kabupaten Padang Lawas; Kabupaten Padang Lawas Utara; 

Kabupaten Labauhan Batu Utara; Kabupaten Labuhan Batu Selatan; 

Kabupaten Nias Utara; Kabupaten Nias Barat). 

b. 8 Kota Yaitu: (Kota Medan, Kota Pematang Siantar. Kota Sibolga; 

Kota Tanjung Balai; Kota Binjai; Kota Tebing Tinggi; Kota Padang 

Sidimpuan; Kota Gunung Sitoli). 

 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 

tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan 

Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah 

Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang 

merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan 

Pengelolaan Aset. Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis 

dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota 

maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas 
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Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan 

Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

4.1.2 Karakteristik Responden 

 Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 37 responden 

tentu memiliki perbedaan karateristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat  

pendidilkan serta lama bekerja. Banyaknya pegawai yang bekerja di Badan 

Keuangan Dan Aset Daerah, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk 

masing-masing identitas pribadi para responden, berikut adalah bagian dari Badan 

Keuangan Dan Aset Daerah : 

Tabel 6.1 

Data Jumlah Responden BKAD PROVSU 

NO. Jabatan Jumlah 

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 5 

4 Kepala Sub Bagian 5 

5 Kepala Sub Bidang 15 

6 Kelompok Jabatan Fungsional 10 

 Total 37 

 

 Dalam penelitian jumlah respoden yang menjadi sampel penelitian adalah 

37 orang, identitas diri yang ditanyakan adalah Jenis kelamin, Usia dan Pendidikan. 

Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian. 

 



46 
 

 

a. Jenis kelamin Responden 
 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki 18 51,4% 

Perempuan 19 48,6% 

Total 37 100% 

   (Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah) 
 

 Dari tabel diatas terlihat persentase jenis kelamin responden, dimana terlihat 

responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 18 orang (51,4%) dan yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang (48,6%). 

b. Usia Responden 
 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Persentase (%) 

20 - 35 Tahun 17 45,9% 

36 – 45 Tahun 11 29,8% 

46 – 55 Tahun 09 24,3% 

Total 37 100% 

 (Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah) 

 

 Dari tabel diatas terlihat persentase usia responden  menunjukkan dalam 

penelitian ini sebagian besar berumur 25-5 tahun yaitu sebanyak 17 responden, 

kemudian dengan umur antara 36–45 tahun sebanyak 11 responden, serta berumur 

46-55 tahun sebanyak 9 responden dalam penelitian ini. 

1. Pendidikan Responden 
 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

S1 32 86,5% 

S2 05 13,5% 

Total 37 100% 

 (Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah)  
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 Dari tabel diatas terlihat persentase pendidikan responden, dimana terlihat 

responden yang berpendidikan lulusan S1 berjumlah 32 orang (86,5%) dan yang 

berpendidikan yang lulusan S2 berjumlah 5 orang (13,5%). 

4.1.3 Analisis Persentase Jawaban Responden 

 Sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti 

melakukan pendistribusian jawaban responden, untuk melihat apakah kondisi di 

lapangan sesuai dengan jawaban responden, dalam penelitian ini digunakan skala 

likert dengan Skor 1-5. 

Tabel 4.5 

 Kriteria Jawaban Responden 

 

4.1.3.1 Persentase Responden Variabel Penerapan Akuntansi 

Pemerintahan 

Tabel 4.6  

Persentase Jawaban Variabel Penerapan Akuntansi Pemerintahan 
NO Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 
1. Laporan keuangan 

merupakan media 

pertanggung 

jawaban yang disusun 

atas dasar asumsi 

tertentu, yaitu 

kemandirian, entitas, 

adanya kesinambungan 

entitas. 

16 43,2% 18 38,6% 3 8,1% - - - - 

2. Pelaporan informasi 

keuangan dapat dipahami 

dengan Informasi dalam 

laporan keuangan 

mempunyai karakteristik 

relevan, handal dapat 

diperbandingkan serta 

dipahami oleh pihak yang 

9 24,3% 26 70,3% 2 5,4% - - - - 

Kriteria Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 
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berkepentingan 

menggunakan prinsip- 

prinsip akuntansi dan 

pelaporan keuangan. 
3. Untuk mengatasi setiap 

kendala informasi 

yangterjadi maka ada 

pembatasan terhadap 

laporan yang dinilai 

terkait dengan unsur- 

unsur laporan keuangan, 

yaitu terbatas pada 

laporan realisasi 

anggaran, neraca, laporan 

arus kas, serta catatan 

catatannya dan laporan 

kinerja keuangan, laporan 

perubahan ekuitas dengan 

didasari pada pengakuan 

terhadap unsur- unsur 

laporan keuangan, 

10 27% 24 64,9% 3 8,1% - - - - 

4. Informasi yang 

dihasilkan laporan 

keuangan dapat 

menunjukkan informasi 

tentang akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah yang 

dibutuhkan, karena 

dengan informasi ini 

pemerintah mempunyai 

bahan dalam 

pengambilan keputusan 

untuk melakukan 

perbaikanperbaikan 

manajemen dalam 

penyelenggaraan urusan 

pemerintah yang lebih 

baik. 

27 27% 24 64,9% 3 8,1% - - - - 

5. Setiap laporan keuangan 

tetap memiliki kendala 

informasi baik 

relevansinya maupun 

keandalannya. 

5 13,5% 25 67,6% 6 16,2% 1 2,7% - - 

6. Laporan keuangan sudah 

dapat mencerminkan 

adanya pengendalian dan 

penguasaan atas entitas 

pelaporan baik terhadap 

asset, ketentuan hukum 

dalam melaksanakan 

tugas guna mencapai misi 

tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

7 18,9% 20 54,1% 10 27% - - - - 

7. Laporan perubahan 

anggaran pendapatan dan 

belanja daerah wajib di 

sepakatin oleh DPRD. 

8 21,6% 21 56,8% 7 18,9% 1 2,7% - - 
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8. Laporan arus kas 

menyajikan informasi 

mengenai keluar masuk 

kas selama periode 

akuntansi.. 

10 27% 18 48,6% 9 24,3% - - - - 

9. Perubahan kebijakan 

akuntansi disajikan pada 

laporan perubahan 

ekuitas dan diungkapkan 

dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

13 35,1% 18 48,6% 6 16,2% - - - - 

10. Jumlah koreksi periode 

sebelumnya dilaporkan 

dengan menyesuaikan 

Saldo Anggaran Lebih 

maupun saldo ekuitas 

serta Koreksi yang 

berpengaruh material 

pada periode berikutnya. 

10 27% 25 67,6% 2 5,4% - - - - 

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah) 

 Penerapan akuntansi pemerintahan sudah berjalan dengan baik di kantor 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban 

responden yang mayoritasnya adalah setuju artinya Penerapan akuntansi 

pemerintahan sudah mengalami peningkatan di kantor Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Sumatera Utara, adapun hal yang tidak disetujui dan mengalami 

penurunan menurut responden adalah mengenai Laporan perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah wajib di sepakatin oleh DPRD dan mengenai 

laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun 

keandalannya. 

4.1.3.2 Persentase Responden Variabel Pengawasan Kualitas Laporan 

Keuangan 

Tabel 4.7  

Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 
NO Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 
1. Laporan keuangan 

pemerintahan daerah 

yang disusun sesuai 

16 43,2% 20 54,1% 1 2,7% - - - - 
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dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
2. Informasi dalam Laporan 

Keuangan pemerintahan 

daerah  dibuat secara 

lengkap yaitu mencakup 

semua informasi 

akuntansi yang dapat 

digunakan dalam 

mengambil keputusan. 

8 21,6% 26 70,3% 3 8,1% - - - - 

3. Informasi dalam Laporan 

Keuangan pemerintahan 

daerah yang dihasilkan 

dapat digunakan untuk 

mengkoreksi keputusan 

pengguna di masa lalu 

(feedback value) 

8 21,6% 25 67,6% 4 10,8% - - - - 

4. Informasi dalam Laporan 

Keuangan pemerintahan 

daerah yang dihasilkan 

dapat digunakan sebagai 

alat untuk memprediksi 

kejadian masa datang 

(predictive value). 

9 24,3% 24 64,9% 4 10,8% - - - - 

5. Informasi yang 

dihasilkan dari Laporan 

Keuangan pemerintahan 

daerah telah 

menggambarkan dengan 

jujur transaksi dan 

peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan 

dalam laporan keuangan. 

9 24,3% 24 64,9% 4 10,8% - - - - 

6. Informasi yang 

dihasilkan dalam 

Laporan Keuangan 

pemerintahan daerah   

tidak berpihak pada 

kepentingan pihak 

tertentu 

6 16,2% 27 73% 4 10,8% - - - - 

7. Informasi yang termuat 

dalam Laporan 

Keuangan pemerintahan 

daerah   dapat 

dibandingkan dengan 

laporan keuangan 

periode sebelumnya 

6 16,2% 26 70,3% 4 10,8% 1 2,7% - - 

8. pemerintahan daerah 

menggunakan kebijakan 

akuntansi yang sama dari 

tahun ke tahun. 

12 32,4% 20 54,1% 5 13,5% - - - - 

9. Infomasi yang dihasilkan 

dari Laporan Keuangan 

pemerintahan daerah 

disajikan dalam bentuk 

serta istilah yang 

disesuaikan dengan batas 

16 43,2% 15 40,5% 6 16,2% - - - - 
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pemahaman para 

pengguna. 
10. Laporan Keuangan 

pemerintahan daerah 

disusun secara sistematis 

sehingga mudah 

dimengerti. 

12 32,4% 22 59,5% 3 8,1% - - - - 

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah) 

 Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sudah berjalan dengan baik di 

kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari 

jawaban responden yang mayoritasnya adalah Sangat setuju artinya Pengawasan 

Kualitas Laporan Keuangan sudah mengalami peningkatan di kantor Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun hal yang tidak 

disetujui dan mengalami penurunan menurut responden adalah mengenai Informasi 

yang termuat dalam Laporan Keuangan pemerintahan daerah   dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 

4.1.3.3 Persentase Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Intansi 

Pemerintah 

Tabel 4.8  

Persentase Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah 
NO Uraian Pernyataan SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 
1. Visi dan misi program 

perlu ditetapkan sesuai 

rencana strategik 

organisasi 

3 8,1% 30 81,1% 4 10,8% - - - - 

2. Adanya keterkaitan yang 

erat antara pencapaian 

kinerja dengan program 

dan kebijakan. 

1 2,7% 28 75,7% 8 21,6% - - - - 

3. Pelaksanaan kegiatan telah 

dikontrol dengan ukuran 

atau indikato kinerja yang 

jelas untuk menilai tingkat 

keberhasilan suatu 

kegiatan atau program. 

4 10,8% 33 89,2% - - - - - - 

4. Kejelasan sasaran 

anggaran suatu program 

harus dimengerti oleh 

semua aparat dan 

pemimpin 

8 21,6% 29 78,4% - - - - - - 



52 
 

 

5. Laporan akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

merencanakan 

program/kegiatan 

selanjutnya dan 

diterbitkan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

7 18,9% 29 78,4% 1 2,7% - - - - 

6. Melakukan analisis 

keuangan setiap kegiatan 

atau program selesai 

dilaksanakan 

29 78,4% 8 21,6% - - - - - - 

7. Membuat laporan kepada 

atasan setiap kegiatan atau 

program yang telah 

dilaksanakan. 

14 37,8% 19 51,4% 4 10,8% - - - - 

8. Melakukan pengecekan 

terhadap jalannya program 
8 21,6% 29 78,4% - - - - - - 

9. LAKIP ( Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi 

Pemerintah )digunakan 

sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

merencanakan 

program/kegiatan 

selanjutnya dan 

diterbitkan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan 

25 67,6% 12 32,4% - - - - - - 

10. Kegiatan / program yang 

disusun telah 

mengakomodir setiap 

perubahan dan tuntutan 

yang ada di masyarakat. 

5 13,5% 26 70,3% 6 16,2% - - - - 

(Sumber : Data primer Tahun 2023, diolah) 

 Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah sudah berjalan dengan baik di 

kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari 

jawaban responden yang mayoritasnya adalah Sangat setuju artinya Akuntabilitas 

Kinerja Intansi Pemerintah sudah mengalami peningkatan di kantor Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , adapun hal yang tidak 

disetujui dan mengalami penurunan lebih dari 5% menurut responden adalah 

mengenai Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program 

dan kebijakan, Kegiatan /program yang disusun telah mengakomodir setiap 
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perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat dan Visi dan misi program perlu 

ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. 

4.2 Pengujian Instrumen 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

 Pengujian validitas ini dilakukan untuk menguji apakah instrumen 

penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Uji validitas berguna 

untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus 

dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas dihitung dengan 

menggunakan kolerasi person dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPPS versi 

29 akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan. 

Tabel 4.9  

Hasil Uji Validitas 
Item Pertanyaan  R-hitung  R-Tabel Hasil uji 

Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1) 

X1.1 0,527 0,325 Valid 

X1.2 0,483 0,325 Valid 

X1.3 0,484 0,325 Valid 

X1.4 0,484 0,325 Valid 

X1.5 0,522 0,325 Valid 

X1.6 0,513 0,325 Valid 

X1.7 0,522 0,325 Valid 

X1.8 0,500 0,325 Valid 

X1.9 0,609 0,325 Valid 

X1.10 0,517 0,325 Valid 

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) 

X2.1 0,417 0,325 Valid 

X2.2 0,424 0,325 Valid 

X2.3 0,446 0,325 Valid 

X2.4 0,438 0,325 Valid 

X2.5 0,372 0,325 Valid 

X2.6 0,599 0,325 Valid 

X2.7 0,432 0,325 Valid 

X2.8 0,587 0,325 Valid 

X2.9 0,529 0,325 Valid 

X2.10 0,579 0,325 Valid 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Y.1 0,486 0,325 Valid 

Y.2 0,467 0,325 Valid 
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Y.3 0,523 0,325 Valid 

Y.4 0,551 0,325 Valid 

Y.5 0.475 0,325 Valid 

Y.6 0,522 0,325 Valid 

Y.7 0,479 0,325 Valid 

Y.8 0,461 0,325 Valid 

Y.9 0,452 0,325 Valid 

Y.10 0,477 0,325 Valid 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023) 

 Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang 

ajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid. Dari tabel diatas 

terlihat nilai uji validitas untuk X,X2 dan Y dimana semua instrument bernilai lebih 

tinggi dari 0,325 ini artinya semua instrument yang digunakan untuk penelitian 

valid dan layak untuk di lanjutkan penelitiannya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut reliabel atau tidak, maka dilakukan 

pengujian reabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPPS 29. Uji 

reabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya. Secara umum, suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki 

koefesiensi Cronbcah’s alpha > 0,60. 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach 

Alpha 

R-Tabel Keterangan 

Penerapan Akuntans 

Pemerintahan (X1) 

0,694 0,60 Reliabel 

Pengawasan Kualitas Laporan 

Keuangan (X2) 

0,633 0,60 Reliabel 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) 

0,626 0,60 Reliabel 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023) 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat reliabilitas instrument penelitian 

sudah memadai karena semua nilai Cronbach Alpha dari semua variabel lebih besar 

dari 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah 
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menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan 

kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi 

beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi 

data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, 

Mean, Standard Deviasi. 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

 

 Penerapan akuntansi pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji 

statistik mengunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 32,00 

yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai dari variabel penerapan akuntansi 

pemerintah. Dari hasil uji statistik variabel X1 nilai maksimum mendapatkan nilai 

sebesar 48,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai dari variabel 

penerapan akuntansi pemerintah. Dari hasil uji statistik variabel X1 nilai mean 

sebesar 41,08 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari variabel penerapan 

akuntansi pemerintah dan pada hasil uji statistic nilai variabel X1 standard deviation 

sebesar 3,427 dari hasil uji variabel X1(penerpan akuntansi pemerintahan) yang di 

hasilkan dari penelitian ini mengunakan software SPSS v.29. 
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 Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai N 37 dan dari hasil 

uji statistik mengunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 37,00 

yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai dari variabel Pengawasan kualitas 

laporan keuangan. Dari hasil uji statistik variabel X2 mendapatkan nilai maksimum 

sebesar 49,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai dari variabel 

Pengawasan kualitas laporan keuangan. Dari hasil uji statistik variabel X2 

mendapatkan mean sebesar 41,68 yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari 

variabel  Pengawasan kualitas laporan keuangan dan pada hasil uji statistik variabel 

X2 mendapatkan nilai standard deviation sebesar 2,887 dari hasil uji variabel 

X2(pengawasan kualitas laporan keuangan) yang di hasilkan dari penelitian ini 

mengunakan software SPSS v.29. 

 Akuntabilitas kinerja intansi Pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil 

uji statistik mengunakan software SPSS mendapatkan nilai minimum sebesar 38,00 

yang menunjukkan bahwa jumlah terendah akuntabilitas kinerja intansi Pemerintah 

dalam penelitian ini adalah 38,00. Akuntabilitas kinerja intansi Pemerintah 

memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji statistik mengunakan software SPSS 

mendapatkan nilai maksimum sebesar 47,00 yang menunjukkan bahwa jumlah 

tertinggi akuntabilitas kinerja intansi Pemerintah dalam penelitian ini adalah 47,00. 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai N 37 dan dari hasil uji 

statistik mengunakan software SPSS mendapatkan nilai mean sebesar 42,19 yang 

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dalam akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dalam penelitian ini adalah 41,19 dan penyimpangan terhadap rata-rata 

(standard deviation) sebesar 2,234. 
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4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Ghozali (2016) Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk 

menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan 

suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik 

sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam 

pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu, analisi regresi 

memerlukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut: 

4.3.2.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk melakukan uji 

normalitas,yaitu dengan menggunakan tabel Grafik Normal Probability Plot (P-

Plot),. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam sebuah 

model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

berdistribusi normal. 

 Menurut Ghozali (2016) dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu (a. jika nilai signifikansi < 0,05 

maka distribusi data tidak normal, b. jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi 

data normal). 

Tabel 4.12  

Hasil Uji Kolmogorov-smirnov 
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 Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas komogorov-smirnov diketahui 

nilai dari semua variabel terlihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,043 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistibusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

 Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan 

bahwa pola berdistribusi normal karena kurva memiliki kecenderungan yang 

berimbang, baik pada sisi kiri maupun kanan dan kurva berbentuk menyerupai 

lonceng yang sempurna. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik P-Plot Hasil Uji Normalitas 
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 Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Pada grafik normal p-plot terlihat 

pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal 

dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2016) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk 

mendeteksi adanya problem multikolineritas, maka dapat dilakukan dengan melihat 

nilai Tolerance dan Variance Inflanction Factor (VIF) serta besaran kolerasi antar 

variabel independen. Data dikatakan tidak multikolinearitas apabila T =>0,1 Dan 

nilai VIF =<10. 

Tabel 4.13  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF X1 dan X2 adalah 1,004 

< 10 dan nilai tolerance value 0,996 > 0,1 maka data tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
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lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari 

residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu 

model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara 

untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms 

untuk model regresi (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya uji heteroskedasitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot. Dari hasil 

penggolahan data statistik dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 Berdasarkan gambar grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 

ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regressi ini. 

4.3.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2016, hal. 110). Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui uji 

autokorelasi dilihat dari nilai tabel Durbin Watson dengan nilai hitung Durbin 
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Watson. Jika hasil nilai Durbin Watson diantara dU-4dU, maka dikatakan dalam 

data tidak terjadi autokorelasi, berikut hasil dari uji autokorelasi. 

Tabel 4.14  

Hasil Uji Autokorelasi 
 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dihitung sebagai berikut :  

(n = 37, d = 2,197, dL = 1,307dU = 1,655, 4-dL = 4 – 1,307 = 2,693, 4-dU = 4 – 

1,655 = 2,345) 

Hasil = dU < d < 4-dU 

 = 1,655 < 2,197 < 2,345 

Kesimpulan : Tidak Terdapat Autokorelasi 

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda 

 Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model 

regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk 

menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan 

hasil pengolahan data dengan program SPSS 29, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Persamaan Regresi  

Menurut Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan 

menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui 
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pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu pegawai terhadap 

pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

program SPSS Versi 29, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15  

Hasil Uji Coefficients (Hasil Regresi Linier Berganda) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 16,911 + 0,282 X1 + 0,329 X2 + e 

Keterangan: 

1. konstanta sebesar 16,911 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel 

independen (X1 = 0, X2 = 0) maka nilai akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebesar 16,911. 

2. β1 sebesar 0,282 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan akuntansi 

pemerintahan sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebesar 0,282 dengan asumsi variabel lain tetap. 

3. β2 sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengawasan kualitas 

laporan keuangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebesar 0,329 dengan asumsi variabel lain tetap. 
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4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Menurut Ghozali (2016) uji parsial digunakan untuk mengetahuin pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t 

dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung terhadap t tabel. Apabila nilai t hitung 

≥ t tabel, maka Ho ditolak (terdapat pengaruh secara parsial). Uji statistik t dapat 

juga dilakukan dengan melihat sig < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

(terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila sig > 0,05, maka Ho diterima atau 

Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 

 Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan SPSS versi 29 maka diperoleh 

hasil uji statistik t sebagai berikut: 

Tabel 4.16  

Hasil Uji Statistik t (Parsial) 

 
(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

 

 Dari hasil penelitian ini variaebel independen yang terdiri dari : 

1. Penerapan akuntansi pemerintahan 

Hipotesis : penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

thitung > ttabel (3,101 > 2,032) 

Nilai signifikansi 0,004 < 0,05 
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Maka H0 ditolak sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh  

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Pengawasan kualitas laporan keuangan 

Hipotesis : Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas  

thitung > ttabel (3,054 > 2,032) 

Nilai signifikansi 0,004 < 0,05 

Maka H0 ditolak sehingga Pengawasan kualitas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4.3.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

 Menurut ghozali uji simultan digunakan untuk mengetahuin apakah variabel 

independen secara Bersama-sama atau simultan mempengaruhin variabel 

dependen. Pengujian penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas 

laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bisa dilihat 

dibawah ini. 

Tabel 4.17  

ANOVA (Hasil Uji Statistik f (Simultan)) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 
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 Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 8.898 dengan tingkat 

signifikansi 0,001, sedangkan Ftabel sebesar 2,88 dengan signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi 

pemerintahan , Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh 

signifikan positif terhadap akuntabilitas karena Fhitung > Ftabel (8,898 > 2,88) dan 

signifikansi penelitian < 0,05 (0,001 < 0,05). 

4.3.4.3 Uji koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Ghozali uji koefisen determinasi pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model salam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin 

mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya : 

Tabel 4.18  

Model Summary (Hasil Uji Statistik R2 (Determinasi)) 

 

 

 

 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023) 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,305 atau 

30,5%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat 

dijelaskan sebesar 30,5% oleh variabel independen yaitu penerapan akuntansi 

pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan. Sedangkan 69,5% variasi 

bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh variabel-variabel 

diluar variabel independen penelitian ini. 



66 
 

 

4.4 Pembahasan 

 Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil pengolahan 

data terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan hasil penelitian sebelumnya, serta pola perilaku yang harus dilakukan 

untuk mengatasi hal-hal tersebut, Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

4.4.1 Pengaruh Penerpan Akuntansi Pemerintahan Terhadap kinerja 

Instansi Pemerintah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

 Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan 

akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini 

menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikan yang dipeoleh sebesar 0,004 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel penerpan akuntansi pemerintahan (X1) Akuntansi pemerintahan memiliki 

peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk 

pelaksanaan akuntabilitas publik.  

 Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance 

dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi diakhiri 

dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan 

mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni 

perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, 

pelaporan keuangan, audit serta pertanggung jawaban publik (Bastian. 2014). 
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 Sebagaimana dengan penelitian Fedrianawati (2017) penerapan akuntansi 

sektor publik, menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor 

publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara 

parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah.Sedangkan secara simultan penerapan akuntansi sektor publik 

dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila dengan telah 

diterapkan akuntansi pemerintahan didalam instansi pemerintah pada BKAD 

Provinsi Sumatera Utara maka kinerja suatu instansi tersebut mengalami perbaikan 

ke yang lebih baik   lagi. 

4.4.2 Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada badan Keuangan Dan 

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 Berdasarkan hasil pengujian uji t yang diperlukan untuk menguji 

signifikansi konstanta variabel independen. Dimana signifikansinya 0,004 < 0,05. 

Hal ini menyatakan bahwa Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Dalam 

teorinya, Pengawasan merupakan hal penting dalam upaya untuk menjamin suatu 

kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan 

merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang 

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang 

sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar 

yang telah ditentukan (Kadarman 2001). 
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 Pengawasan kualitas laporan keuangan di BKAD Provinsi Sumatera Utara 

sangat berpengaruh dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat 

dari Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2021 Adapun demikian, faktor pengawasan kualitas laporan keuangan akan 

menjadi pemicu yang memberikan dampak positif jika faktor ini di kaitkan dengan 

teori penerapan akuntasi sektor publik, Sebagaimana dengan penelitian (Wina & 

Khairani, 2014). Penelitian tersebut memberikan dampak positif tehadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4.4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan 

Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera 

Utara 

 Dari uji ANOVA atau F test,dapat diketahui bahwa kompetensi akuntansi 

pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap 

akuntabilitas karena Fhitung > Ftabel (8,898 > 2,88) dan signifikansi penelitian < 

0,05 (0,001 < 0,05). pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 

melalui adjusted R Square sebesar 0,305 yang menunjukkan bahwa besarnya 

diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,305 atau 30,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan sebesar 30,5% oleh 

variabel independen yaitu penerapan akuntansi pemerintah dan pengawasan 

kualitas laporan keuangan. Sedangkan 69,5% variasi bahwa akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen 

penelitian ini.  
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 Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (2010) dinyatakan bahwa 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam 

hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit 

organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. 

 Sebagaimana dengan penelitian Wina & Khairani (2014). Hasil dari 

penelitian mereka, menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan 

berpengaruh positif. Semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akutansi sektor 

publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula dan 

apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan 

sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan 

pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh 

pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara indepedensi, maka akan 

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar 

pemerintahan yang berlaku. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan pada bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui 

tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi 

sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik. 

2. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri 

penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan 

digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen. 

3. Penerapan akuntansi pemerintahan dan Pengawasan kualitas laporan 

keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat 

untuk terciptanya pemerintahyang baik dan terpercaya. Penyelenggara 

pemerintahan harus memahami mereka harus mempertanggungjawabkan 

hasil kerja.  
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang akan diberikan 

kepada instansi pemerintah Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi 

Sumatera Utara untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini agar menjadi 

lebih sempurna Saran- saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Instansi Pemerintah Badan Keuangan Dan Aset daerah Provinsi 

Sumatera Utara agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam bekerja 

sehingga tujuan dari instansi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

2. Dan meningkatkan kembali kompetensi bagi setiap staf keuangan maupun 

akuntansi, agar lebih meningkatkan kualitas atas laporan keuangan dan juga 

diharapkan mempertahankan penerapaan sistem akuntansi pemerintahan  

yang telah digunakan serta pengelolaan keuangan agar dapat di laporkan 

dalam tepat waktu. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 

dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel -

variabel lain seperti kemampuan pengorganisasian, kemampuan 

kepemimpinan, kemampuan pengendalian yang berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang 

lebih luas dan diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama dengan 

menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan 

sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan 

memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh 

peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian dan Jawaban Responden 
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NO. Penerapan Akuntansi Pemerintahan (X1) Total 

X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X.1.8 X.1.9 X1.10 

1 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 35 

2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 41 

4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 41 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 40 

6 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 40 

7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

8 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 41 

9 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 39 

10 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 42 

11 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 

12 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 39 

13 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 40 

14 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 43 

15 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 

16 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 32 

17 4 5 4 4 3 4 2 5 4 4 39 

18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 

19 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 

20 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 

21 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 40 

22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

23 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 

24 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 44 

25 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 44 

26 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 42 

27 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 

28 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 43 

29 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 46 

30 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 41 

31 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 47 

32 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 43 

33 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 44 

34 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46 

35 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 46 

36 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 45 

37 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
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NO. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) Total 

X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 

1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 39 

6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

8 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 37 

9 4 3 4 3 5 4 5 4 3 5 40 

10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 

11 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 39 

12 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 41 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 

14 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 40 

15 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48 

16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 

19 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 

20 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 42 

21 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 42 

22 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 

23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 

24 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 41 

25 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 41 

26 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 47 

27 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 43 

28 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 43 

29 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 

30 4 4 3 5 3 4 4 5 5 4 41 

31 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 42 

32 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 39 

33 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 45 

34 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 43 

35 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 45 

36 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 46 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
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NO. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Total 

Y1 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 

1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 40 

2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 42 

3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 42 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 39 

6 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 44 

7 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 41 

8 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 41 

9 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 42 

10 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 47 

11 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 41 

12 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

13 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42 

14 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 42 

15 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 41 

16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

17 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 39 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

19 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 42 

20 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 41 

21 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 42 

22 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 

23 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 42 

24 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 40 

25 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 43 

26 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 

27 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 44 

28 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 43 

29 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 38 

30 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 44 

31 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 46 

32 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 40 

33 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 47 

34 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 43 

35 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 46 

36 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 43 

37 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 45 
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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Item Pertanyaan  R-hitung  R-Tabel Hasil uji 

Penerapan Akuntans Pemerintahan (X1) 

X1.1 0,527 0,325 Valid 

X1.2 0,483 0,325 Valid 

X1.3 0,484 0,325 Valid 

X1.4 0,484 0,325 Valid 

X1.5 0,522 0,325 Valid 

X1.6 0,513 0,325 Valid 

X1.7 0,522 0,325 Valid 

X1.8 0,500 0,325 Valid 

X1.9 0,609 0,325 Valid 

X1.10 0,517 0,325 Valid 

Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) 

X2.1 0,417 0,325 Valid 

X2.2 0,424 0,325 Valid 

X2.3 0,446 0,325 Valid 

X2.4 0,438 0,325 Valid 

X2.5 0,372 0,325 Valid 

X2.6 0,599 0,325 Valid 

X2.7 0,432 0,325 Valid 

X2.8 0,587 0,325 Valid 

X2.9 0,529 0,325 Valid 

X2.10 0,579 0,325 Valid 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Y.1 0,486 0,325 Valid 

Y.2 0,467 0,325 Valid 

Y.3 0,523 0,325 Valid 

Y.4 0,551 0,325 Valid 

Y.5 0.475 0,325 Valid 

Y.6 0,522 0,325 Valid 

Y.7 0,479 0,325 Valid 

Y.8 0,461 0,325 Valid 

Y.9 0,452 0,325 Valid 

Y.10 0,477 0,325 Valid 

 

Variabel Cronbach 

Alpha 

R-Tabel Keterangan 

Penerapan Akuntans 

Pemerintahan (X1) 

0,694 0,60 Reliabel 

Pengawasan Kualitas Laporan 

Keuangan (X2) 

0,633 0,60 Reliabel 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) 

0,626 0,60 Reliabel 
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Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

A. Hasil Uji Normalitas 
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B. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

C. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D. Hasil Uji Autokorelasi 
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Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Regresi Linear Berganda 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Hasil Pengujian Hipotesis  

A.  Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

B.  Uji Secara Simultan (Uji F) 

 

 

 

C.  Uji koefisien Determinasi (R2) 
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Lampiran 7. Nilai Tabel Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8. Nilai Tabel T 
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Lampiran 9. Kurva Uji T 
 

 

 

Lampiran 10. Nilai Tabel F 
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Lampiran 11. Surat Permohonan Pengajuan Judul 
 

 

 

  

Medan, 01/01/2023 
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Lampiran 12. SK. Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 13. Surat Persetujuan Judul Skripsi 
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Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Riset 
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Lampiran 15. Surat Izin Riset 
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Lampiran 16. Surat Izin Riset Perusahaan 
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Lampiran 17. Berita Acara Bimbingan Proposal 
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Lampiran 18. Berita Acara Seminar Proposal 
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Lampiran 19. Lembar Pengesahan Proposal 
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Lampiran 20. Surat Selesai Riset 
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Lampiran 21. Surat Selesai Riset Perusahaan 
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Lampiran 22. Surat Keterangan Perpustakaan 
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Lampiran 23. Surat Permohonan Ujian Skripsi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Medan, 10 Maret 2023 
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Lampiran 24 Surat Pernyataan 
  

Medan 10 Maret 2023 
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Lampiran 25. Daftar Riwayat Hidup 
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Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Anak Ke   : 4 (Dua) dari 5 (Dua) Bersaudara 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat    : Jl. Pelita I No,1A – Medan Perjuangan 

Email    : muhammadsyahputrarizki29@gmail.com 

 

Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Alm. Muhammad Sahar 

Nama Ibu   : Rismawati 

Alamat    : Jl. Pelita I No,1A – Medan Perjuangan 
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